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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

“Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma- norma yang berlaku dalam masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP”.
 

Kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan.

Tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam setiap undang-undang tetapi kejahatan masih sering terjadi dan salah satu masalah yang paling sering yaitu kejahatan dengan kekerasan dimana dengan sejalannya perkembangan peradaban manusia hampir semua memiliki unsur kekerasan sebagai fenomena dalam realita kehidupan sesungguhnya. 

Tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan bersama-sama atau berkelompok, sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat. Tampaknya kesadaran akan menghargai hak asasi seseorang dan rasa mencintai sesama manusia semakin menipis atau pertumbuhannya tidak sebagaimana yang diharapkan sehingga perilaku berbuat baik untuk sesama atau terhadap orang lain sudah semakin tidak kelihatan. Hal tersebut tentunya dapat memengaruhi perilaku seseorang sehingga dapat menyebabkan orang tersebut menyimpang. 

Salah satu perbuatan menyimpang yang sering terjadi adalah kekerasan seksual yang merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga penanganannya harus luas biasa juga. Upaya untuk menghentikan kekerasan merupakan hal penting, karena kekerasan telah menimbulkan berbagai luka pada korban. Trauma yang berkepanjangan dialami oleh korban, perasaan malu, ketakutan, sehingga mengakibatkan korban terkadang sulit untuk mengungkapkan kembali kekerasan yang pernah dialaminya.

Kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai konteks, termasuk dalam hubungan pasangan, tempat kerja, pendidikan, atau dalam situasi konflik. Masalah ini menjadi isu global yang mempengaruhi masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Jenis kekerasan terhadap perempuan beragam dan  berdasarkan catatan tahunan Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bahwa kekerasan seksual yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga bulan Agustus 2024 kekerasan seksual terhadap perempuan berjumlah 7.864 kasus yaitu pada tahun 2020 sebanyak 1.983 kasus, tahun 2021 sebanyak 1.290 kasus, tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus dan pada tahun 2023 sebanyak 2.363 kasus. Berdasarkan data tersebut, setiap tahun kekerasan seksual terhadap perempuan selalu mengalami peningkatkan kecuali pada tahun 2021 mengalami penurunan.

Kekerasan apapun yang terjadi dalam masyarakat sesungguhnya berangkat dari satu idiologi tertentu yang mengesahkan penindasan disatu pihak baik perseorangan maupun elompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh anggapan ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Pihak yang tertindas disudutkan pada posisi yang membuat berada dalam ketakutan melalui cara penampakan kekuatan secara periodik. 

Terjadinya kejahatan dengan kekerasan merupakan hasil interaksi antar manusia dengan lingkungannya. Hasil interaksi itu berawal dari timbulnya motivasi yang kemudian berkembang menjadi niat negatif untuk berbuat kejahatan dengan kekerasan dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidupnya.
 

Kejadian-kejadian pelecehan seksual terhadap penumpang travel pada umumnya korban sering mengalami bentuk pelecehan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai penumpang. Hal ini masuk ke dalam kategori kekerasan seksual dan pelecehan yang sering dialami korban/penumpang travel, baik dilakukan oleh penumpang lain atau pun supir atau karyawan dari pada travel membutuhkan perhatian serius dari pemerintah untuk melakukan pengawasan (monitoring dan evaluasi terhadap travel seta tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk dapat memberikan keadilan bagi korban dan peneggakan hukum yang tegas terhadap pelakunya.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA menyebutkan sebanyak 23 persen pelecehan seksual terjadi di transportasi umum. Sebanyak 3.539 dari 4.236 responden perempuan mengatakan pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik dan sebanyak 23 persen terjadi di transportasi umum. Peristiwa tersebut tentunya harus menjadi perhatian seluruh pihak, sebab maksimalnya perlindungan perempuan dan anak tidak akan terwujud jika kesadaran masyarakat belum merata.

Kasus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn dengan terdakwa Safriansyah Bin Ilyas als Yayang  yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal  6 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual  (selanjutnya disingkat UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual) bahwa akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Yuridis  Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penumpang Travel (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn)”.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dibatasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel ?

2. Bagaimana  penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap Penumpang travel dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn ? 

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel.

2. Untuk mengetahui penerapan sanksi hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap penumpang travel dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 823/Pid.B/2024/PN Mdn. 

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai tindak pidana kekerasan seksual.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum  (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum  dapat melakukan penegakan hukum  terhadap pelaku kekerasan seksual.
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